
/ 
BUPATI LEBONG 

PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI LEBONG 
NOMOR 8 TAHUN 2022 

TENTANG 

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN, 
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN 

EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBONG, 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan 

pengaturan lebih lanjut tentang Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring 

Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring 

Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga. 

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten Lebong (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun ~003 Nomor 154, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7 Tambahan 
' 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran 
' 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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4. 

5. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang 

Pembentukan Pera tu ran Perundang-Undangan 

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 ten tang Pernbentukan Peraturan Perundang

Undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nornor 183, Tambahan Lembaran Negara 

Republik lndonesia Nomor 6398); 

Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Repulik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peratu ran Menteeri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk 

Hukum Dalarn Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Serita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114); 
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\.1.enetapkan 

9. 

Perntur;rn Mc n t,·ri D,dum Nr:gcri Nomor 90 Tahun 20 09 

fcn t11 ng J<lri :.i fi lrn:, 1, Koddilw~1i cla n Nomenkla tur 

Pr.n·1wn 11 ruin J>,·rn bn11gun:1n dnn J(<: w1 ngan Daera h 

(Fkrit :i Nq~1m1 I 1c:p 11 l>lik lndnncsio T:J h un 20 I 9 Nomor 

1447); 

Pcrntuni11 Mcnt,·ri IJq lnm N,:r.;cri NornfJr 77 Ta hu n 2fJ20 

tcntang Pcdnrnan T,:kni~ Pcngclol:1;.111 Kcuangan 

Dacrn h (l:kriln Nr!gam Rcpublik lnd <Jnc;sia Tahun 2020 

Nomor 178 I); 

MEMUTUSKJ\N: 

TATA CJ\RJ\ PENCJ\NOGAR/\N, PELAKSANAA I, 

PENATA USAHAAN, 

PELAPORAN SERT/\ 

PERTANGGUNGJAWABAN DAN 

MONITORING DAN EVALUASI 

BELANJA TIDAi< TERDUGA 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

l . Daerah adalah Kabupaten Lebong 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah 

3. Bupati adalah Bupati Lcbong 

5 Anggaran Pendapatan dan Bc lanja Daerah yang sela njumya disin gkat 

APBD adalah rencana keua ngan tahuna n pemcrintahan daerah yang 

dibahas dan d isetujui bersama olc:h pcmcrin ta h daerah dan DPRD, dan 

diLet.apv.an dengan peraturan daerah. 

rs. Pejabat Pengelola Keuangan Dae;rah yang se la njutnya disingka t PPKD 

adalah kepala satuan kc:rja p<:ngcloln kcuangan claerah yang mempnnyai 

tugas melaksanakan pengelolaan APBD clan bertindak sebagai bendahara 

umum daerah . 

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Dacrah yang selunjutnya clis ingka t 

SKPKD adalah peran~kal cJ,c1crnh pacla rcme rintah Daerah ya ng 

m<;laksanak an pcngclolc.1an APUD. 

8. Satuan Kerja Pcrangkat Daen.il1 yang selanjutnya d is ingkat 8 KPD ada lnh 

perangkl:tl da~rah pacia p<:111l:rintah claerah scluku pengguna 

anggaran/ banmg. 
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" 
· 9. \ s1;Po . terkait adalah SKPD di lingkungan Pemerintah KabupatcnLcbong 

yang berkaitan dengan pemberian hibah dan bantuan sosial. 

10. Tim Anggaran Pemerintah Daera h yang selanjutnya disingka t TAPD 

adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin 

oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan ser ta 

melaksanakan kebijakan kepala daerah da larn rangka penyt.1suna n APBD 

yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana claerah, PPKD dan pejabat 

lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

1 1. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD 

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang beris i program, 

kegiatan dan anggaran SKPD. 

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA

SKPD rnerupakan dokumen yang rnemuat pendapatan dan belanja setiap 

SKPD yang digunaka n sebagai dasar pelaksanaan oleh penggu na 

angga ran. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pa sal2 

Maksud ditetapkannya pedoman Penya1uran Belanja Tidak Terduga ada!ah 

sebagai pedoman bagi PPKD dan SKPD terkait dalam Tata Cara Penganggaran, 

Pelaksanaan, Penatausahaan , Per tanggungjawaban Dan Pelaporan Serta 

Monitoring Dan Eva1uasi Belanja Tidak Terdu ga 

Pa sa l 3 

Tujuan ditetapkannya pedoman Penyaluran Belanja Tidak Terduga adalah 

agar PPKD dan SKPD terkait dalam penge lolaan Belanja Tidak Terduga 

tersebut berjalan dengan tertib, lancar tepat guna, tepat sasaran serta sesu ai 

de ngan ketentuan peraturan perundang undangan 

BAB lII 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Bupati in i meliputi Tata Cara Penganggaran, 

Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta 

Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD. 

Dipindai dengan CamScanner 



B/\BIV 

AE:L/\NJ/\ T l IJ/\t< TERD UOA 

IJn~i:m l( t:!{:-i l u 

Umum 

( 1) BclctnJ. a l 1'd l d a< lcr uga digunakan un tuk menganggarkan pc n l;c luaran untuk kcac.laan dt1runJl tcrmasuk - kcpcrluan mende:;ak yan g l icbk dapat cliprccliks i scbclumnya . 

(2) l<caclaan clnrura t meliputi: 

cl. hcn cnna al::l.m, bencana 11 011 -::llam, bcncana sosia l clan/ a tau kejadian 
lua r biasa; 

b. pclal<sanaan opcrasi pencarian clan pertolongan; 

• c. keru saka n sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan 
pclayanan publik; 

d. keadaan yang tidak diprcdiksi diwaklu sebelumnya 

(3) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia 
anggarannya, d iformulasikan terlcbih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali 
unluk kebutuhan tanggap darural bencana, konnik sosial, dan/atau 
kejadian luar biasa. Bclanja unluk kebutuhan tanggap darurat bencana, 
konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa d igunakan scsuai kctentuan 
pcraturan perundang-undangan. 

(4J Pengunaa n belanja tidak lerduga untuk kebutuhan tanggap darurat 
~ bencana meliputi pencarian clan penyelamatan korban bencana, - perlolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan a ir bersih clan 

sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan clan penampungan serta 
tempat hunian semen tara. 

(5) Balas wa ktu penggunaan belanja tidak terduga adalah wak tu status 
keadaan darural bencana yaitu d imulai saat tanggap darurat ditetapkan 
okh Bupa ti sampai ketetapan tahap tanggap darurat selcsai. 

(6) Keperluan mcndcsak mcliputi: 
a . Keburuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dala m tahun anggaran berjalan; 
b. Belanja Dacrah yang bcrsifaL mcngikc.11 don bela nja yang bersira t 

wajib; 
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1) ~elanja daerah yang bersifat mengikat merupaka b l • 
. n e an.Ja yang 

d1butuhkan secara terus menerus d a n ha d' 1 . 
rus 1a okas1kan oleh 

pemerintah daerah dengan jumlah yang cuku k 
· P untu keperluan 

setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja 

pegawai antara lain untuk pem bayaran kekurangan gaji, 

dan jasa antara lain untuk tunjangan; dan belanja barang 

pembayaran telepon, air, listrik dan internet. 

2) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk 

terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan 

dasar masyarakat antara la in pendidikan, kesehatan, melaksanakan 

kewajiban kepada pihak ketiga, kewajmban pembayaran pokok 

pmJaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban 

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 

perundang-undangan; dan/atau 

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabi la ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah 

dan/ a tau masyarakat. 

Bagian Kedua 

Penganggaran 

Pasal 6 

1) Belanja t idak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, clan 

sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga. 

2) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai 

keadaan darurat, pcmerintah daerah menggunakan clana dari hasil 

penjadwalan ulang capaian program, kcgiatan, clan sub kegiatan lainnya 

serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan /atau 

memanfaatkan kas yang tersedia. 

3) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan 

diformulasikan terlebih clahulu dalam Perubahan DPA SKPD. 

4) Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan 

pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan claerah tahun

tahun sebelumnya 
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5) 'Pe~gen::ibalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun

tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan 

pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang 

terjadi pada tahun sebelumnya. 

6) lnformasi kelebihan atas penerimaan daerah dapat bcrupa : 

a. Surat permohona n pengcmbalian kelcbihan pembayaran; 

b. rekomendasi APIP: 

c . rekomendasi BPK-Rl ; 

d. putusan pengadila n berkekuatan hokum tetap clan suda h tidak ada 

upaya hukum lainnya; dan/atau 

e . Informasi la innya yang dipersamakan sesua.i dengan peraturan 

perundang-undangan. 

7) Berdasarkan surat pcngajuan dari pihak ketiga atas kelebihan 

pembayaran, PA sesuai dengan ke,venangannya melakukan proses 

verifikasi dan valiclasi, yang dimaksudkan untuk : 

a. memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan. 

b. memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian. 

8) Unsur penyebab pengajuan pengembalian sebagaimana dimaksud pada 

ayat 4 dapat dikarenakan : 

a . kcsalahan yang clikarenakan kesalahan penulisan; atau 

b. adanya keberatan yang oleh pihak kctiga atas surat penetapan yang 

sudah disampaikan. 

9) Berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan daerah serta hasil 

verifikasi yangcliiakukan SKPD tcrkait sebagaimana dimaksud pada ayat 3, 

diterbitkan SKLB sesuai dengan peratu!"an pen.mdang-unc\angan. 

I 0) Setiap pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan harm, 

didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), 

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) atau dokumen 

lainnya yang d ipersamakan untuk pendapatan selain pajak daerah clan 

retribusi daerah. 

11 ) Pengguna Anggaran bcrdasarkan dokumen SKPDLB, SKRDLB atau 

dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pencla.patan selain pajak 

daera h clan retribusi claerah menerbitkan surat permohonan 

pembayaran pengembalian kelcbihan penenmaan pajak 

daerah/re tribusi daerah kepada BUD. 

12) Berdasarkan surat permoho na n pembayaran kelebihan penerimaan pajak 

daerah/retribusi daerah da ri PA, BUD menerbitkan Surat Perintah 

Pembayaran (SP2) untuk pengembalian kelebihan penerimaan pajak 

daerah/ retribusi daerah. 
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13) •Penatausahaan pembayaran atas kelebihan pencrimaan pendapatan 

memuat informasi, aliran data, scrta penggunaan dan penyajian doku men 

yang dilakukan secara e lektronik. 

Bagian Keliga 

Pelaksanaan clan Penatausahaan 

Pasal 7 

Tata cara penggunaan belanja Liclak Lerduga u ntuk mcndanai keadaan darural. 

dilakukan dengan tahapan : 

a . Kepala Daera h menetapkan s tatus tanggap darurat untuk ben cana. alam, 

bencana non-a lam, bencana sosia l termasuk konflik sosial, kejadian lua r 

biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-unclangan; 

b. berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumcn la in 

sesua1 ketentuan peraturan perundang- undangan Kepala SKPD yang 

membutuhkan sesuai dengan tugas clan fungsi mengajukan RKB kepada 

PPKD selaku BUD setelah menerima persetujan Kepala Daerah . 

c. kepala SKPD terka it sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat 

membuka rekening untuk menampung pencairan dengan melihat besaran 

nilai anggaran belanja tidak terduga yang akan dikelola 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

sesuai dengan. 

d. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi usulan clan a, paling lama 1 (satu ) 

hari terhitung sejak diterimanya RKB; 

e . berdasarkan rencana kebuluhan belanja sebagaimana d imaksud dalam 

huruf d , PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada 

Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai clengan tu gas clan fungsi, paling 

lambat 1 (satu) ha ri kerja terh itung seja.."k. diterima nya rencana kebutuhan 

belanja. 

f. pencairan belanja tidak terduga untuk menclanai keadaan darurat 

dilakukan dengan mekanisme TU/ LS sesua i sistem clan prosed u r 

pengelolaan keuangan daerah yang cliatur dalam peraturan kepala daerah; 

g. pencairan sebagaimana dimaks ucl dalam huruf f diserahkan kepada 

bendahara pengeluaran S KPD yang mengajukan RKB; 

h. penggunaan dana dicatat pad a buku kas umum tersen d iri oleh Bendahara 

Pengeluaran S KPD yang mengajuka n RKB; 
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P:isn.l 8 

Tata earn pcn ggu1H1t\11 b<:lnn_j:1 tirln k t.r· rdug,1 untuk mc ndanai keperluan 

rnc nclcRnk clil:1ku lrn 11 11w lnl11 i p<'rgcsn11 n ;111r~wm1n dnri bclonjR Lidak terduga 

kc pndo lwlanj11 ~KPD / 1 Jnit S l, J>D yn llg 11H:1nb iclcingi, cl c ng:111 ltthripan: 

a. cl:1l,rn1 !111I n n ggnrnn lwlwn 1enwdi11, p<:11ggun;1n11 hi:l :inja Li rl ~1k terd uga 

tl'rkhth dnhuht diformulnsi lwn da l:im RKJ\-Sl<PD yang mernbidangi 

kL'u:i11gon clnc-nih: 

b. clnl:lm hat :ingg:uun bclum tcrcukupi , pcnggurn1a n br.lanjH tida k tP. rduga 

tc rlcbih clahulu difornrnl~silrn 11 dal,1rn Pc:ruhahan DP/\-SKPD; dan 

c-. RI,/\ SKPD clan /a ttiu Prnilxtl1;111 DP/1.-~l<PD sebag~1im:::111;;1 dimaksu,j 

d:tlnm huruf a dnn hurur h ml'11jndi clasa r dafam mclakukan perubahan 

Perkada tcnlang Pcnjaba ron APl30 unluk sclanjulnyc:1 di tampung dalam 

Pcnuurnn Daenl.h tc1 11.an g Pcrubaho n /\PBD a.tau dituan gki=m d alam 

L;:ipornn Rcalisasi Anggaran bngi pemerin lah dc1ernh yang tid ak 

mclakukan 

APBD. 

perubahan APBD alau telah melaku kan peruba h a n 

Pasal 9 

Tata cara penggunaan belanja lidak terduga yang digunaka n un tuk 

memenuhi kcbutuhan lainnya sesu ai dengan keterituan peraturan 

perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan m endesak 

dilakukan dengan tahapan: 

a. Dalam hal a nggaran belurn tersedia, penggunaan belanja tidak terduga 

L<::rlebih dahulu diformulasikan dalam · RKA-SKPD yan g membidangi 

keuangan daerah; 

b. Oa lam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga 

terlebih dahulu diformulasikan clalam Perubahan DPA-SKPD; dan 

c . RKA-SKPD dan/atau Pcrubahan DPA-SKPD sebagaima na dimaksud clala m 

huruf a dan huruf b menjadi dasar d a lam mclakuka n perubah a n Perkada 

tentang Penjabaran APBD untuk selanjulnya clitarnpung d a lam Peraturan 

Daerah lentang Perubahan APBO atnu <l ituangkan dalam Laporan Realisasi 

Anggaran bagi Pemerintah Dueral, y w 1g ticlak mdokukan pcrubahan APBD 

atau Lelah melakukan perubahan APBD. 
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llHgi,tn Kcr.mp:.1l 

I 'n :{:11 I f) 

(1 \ p1·rt nni:1,;\lnµjn wnhnn lwlnnjn ticlnk tndugn 11n1uk m,:nd nnai kcada,1n 

d.irllrnl. di~nmpnilrn 11 nlr. h kcpnln SKPD yang mcn gc1 juk:1n RKB . k<!pad ::i. 

PI'l,D th'n~:rn nw lnmpirlrnn n •knp it11lnsi pr•nggun~:11 1 hc k1 nj 0 d nn 

surnt 1'c-r1wnta;:in tnngg1mg _iaw:1b hc~l;injn s<'clangkc1 11 h uk t i pc n ge lu -u-r1n 

~-nng sah dan lcngknp tc tnp bcrnd n di S KPU; 

(:2) bc-rdasarka n 1·ckapitulasi penggu nnn n belanja, PPKD m en:;u.:;un masing

masin g pos laporan kcuan gan y,rng diungkapkan secarn mi:: m a dai pada 

CaLK: (Calk disusun masing-1m1sing SKPD, PPKD hanya mcrekap) 

(3) dalam hal lei·dapat usulan RKB bnn1 scsun i re ncana bclanja tidak terd u ~2 

umuk mendan ai keadRan daru rnl, kcpala S l<PD terkait dapat mengajuk aii 

kembali tanpa mcnunggu pertanggun gjawa ban RKB sebelumnya s e le s ai. 

(persyaratan cara pengajua11 kc mba li u n tu k clana y ang belurr. 

diperlanggungja\~·abkan) 

(4) kepala SKPD yang mengaju kan RJ.: B u ntu k m en dan ai belanja tidak terduga. 

untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana d imaksu d dalam pasal 7 

huruf b, bertanggun gjawa b s ecara formal cla n m a te rial ,erhadap belanja 

ticiak terduga yang dike lo lanya; 

(5) Format Surat Pernyataan Tanggunjawab Belanja 'Tidak Te.:-ciu ga 

sebagaimana d imaksud pa da a yat ( l} tercantum pad a lainpiran 1 Perarura,, 

Bupati ini. 

BAB V 

MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal l l 

(1) SK.PD yang melakukan fungsi pengawasan melakuk~n m,mito r ing clan 

eva luasi secara berkala a ras pc:laksnnaan belanja tidak terd ug::1 .. 

(2) Hasil monitoring dan o:::v,Jlrn1s i s..:hagaimana dimak~uc\ p.\da ayat l: 

dis.o1rnpaikan kcpada Bupau. 

, --- - ·::-::- · ~--
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BAB VI 

I<ETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Kriteria kcadnan da rurat dan kc pcrlua n mcndcsak dite tapkan dalam 

Pcratura n Bupati tcnta ng APBD ta h u n bcrkcnaan. 

Pasal 13 

Pera tu ra n Bupati ini mula i berla ku pada ta nggal di teta pka n . 

Agar set.iap orang mcngetahuinya, memc rin tahkan pcngu ndangan Peraturan 

Bupati ini dengan pen empata nnya da lam Serita Daerah Ka bupaten Lebong. 

Di teta pka n di Tube i 
pada tanggal ·3 J anuari 2022 

{ BUPATI EBONG,f 

_....;KOPLI NSORI 

2022 

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 8 
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